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MOTTO 
 
 
اي وُلُضْع َت َلََو اًهْرَك َءاَسِّنلا اُوِثرَت ْنَأ ْمُكَل ُّلِحَي َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ اوُبَهْذَِتل َّنُه
  ْنَِإف ِفوُرْعَمْلِاب َّنُهوُرِشاَعَو ٍةَن ِّ ي َبُم ٍةَشِحاَِفب َنِيتَْأي ْنَأ َّلَِإ َّنُهوُمُتْي َتآ اَم ِضْع َِبب
اًريِثَك اًر ْ يَخ ِهيِف ُهَّللا َلَعْجَيَو اًئْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ىَسَع َف َّنُهوُمُتِْهرَك 
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa [4]: 19) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, 
atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 
A. Konsonan  
ا =  Tidak dilambangkan   ض =  dl 
ب =  B     غ =  th 
ث =  T     ظ =  dh 
ث =  Ta     ع =  „ 
(mengahadap ke atas) 
ج =  J     غ =  gh 
ح =  H     ف =  f 
خ =  Kh     ق =  q 
د =  D      ك  = K 
ذ =  Dz     ل = L 
ر =  R     و =  m 
ز =  Z     ٌ =  n 
ش =  S     و =  w 
ش =  Sy     ِ =  h 
ص =  Sh     ي =  y 
 
x 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 
di atas („), berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang ع. 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathahditulis 
dengan “a”, kasrahdengan “i”, dlommahdengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathahditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong Contoh 
aw =و 
ay =ي 
لىقmenjadiqawlun 
رٍخmenjadikhayrun 
 
 
Vokal Panjang Diftong 
a = fathah 
i = kasrah 
u = dlommah 
Â 
î 
û 
لاقmenjadiqâla 
مٍقmenjadiqîla 
ٌودmenjadidûna 
xi 
 
C. Ta’ Marbûthah 
Ta‟ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta‟ Marbûthahtersebut berada di akhir kalimat, maak 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaتناسرناتسردًهنmaka menjadi 
al-risalaṯli al-mudarrisah, atau apabila beradadi tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya تًح
ىفرتهناmenjadi fi rahmatillâh. 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâh „azza wa jalla. 
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab 
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 
ditulis dengan menggunakan sistemtransliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
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“...Abdurrahman Wahid, mantanPresiden RI ke 
empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada 
masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari 
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya 
melalui pengintesifan salat di berbagai kantor 
pemerintahan, namun...” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata 
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, 
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”,  
“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṯ”. 
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ABSTRAK 
Yusro, Anik Lailatul., 2016, Analisis Putusan Judicialriview Mahkamah 
Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi 
Perempuan Prespektif Psikologis, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag 
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi,Undang-Undang, Batas Usia Perkawinan 
Sehubungan dengan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 
tahun bagi perempuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada 5 Maret 
2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan sejumlah 
lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan 
judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Alasan 
permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain, aturan tersebut telah 
melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan. 
Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, 
diantaranya yaitu: Apakah dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan?Bagaimana 
analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang 
batasan usia nikah perspektif psikologis? 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan psikologis. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini 
berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku Mahkamah Konstitusi, buku, 
jurnal pamflet dan bahan dokumenter lainnya  yang berkaitan dengan dengan 
psikologis khususnya mengenai perempuan.  
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah 
bagi perempuan yaituMahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan 
bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal 
policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya 
merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apa pun pilihannya, 
tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Serta  tidak ada 
jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada 
turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan 
dan sosial yang muncul. Dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-
74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis maka dapat 
disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan 
teori psikologis yangberpandangan bahwa usia 16 tahun adalah usia remaja yang 
belum siap untuk dewasa dan usia yang ideal untuk menikah menurut psikologi 
adalah usia 21 tahun.  
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ABSTRACT 
Yusro, Anik Lailatul, 2016, An Analysis on Judicial Review of The Constitutional 
Court Decree No.30-74/puu-XII/2014 Regarding Girls’ Marriage Age Standard 
Reflected from PsychologicalPerspectives, Skripsi, The Department of Al-Ahwal 
Al-Syakhshiyyah, Faculty of Islamic Law, State Islamic University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. 
 
Keywords: The Constitutional Court, National Law, Marriage Age Standard 
 Due to the marriage age standard in the national law regulation (UUD) 
No.1 Year 1974, on March 5
th
 2014, the Chairperson of Woman Health 
Foundation and some other institutions, and the activists of woman empowerment 
and child protection propose a judicial review toward Article 7 Clause (1) and (2) 
Year 1974. The reason of proposing judicial review is regarding the impact of the 
regulation on children marriage. 
In this research, some research questions were formulated in some points: 
(1) what is the legal basis  of The Constitutional Court Decree No.30-74/puu-
XII/2014 on the standard age for marriage? (2) How is the Constitutional Court 
Decree No.30-74/puu-XII/2014 analyzed through psychological? 
This research was conducted in normative law analysis using 
psychological and biologic medical perspective approach, and case study 
approach. The instruments used in this research are from the constitutional 
secondary sources, such as the books of The Constitutional Court, books, 
pamphlets, and other documentations related to psychology and biologic medical 
sources especially for woman.  
The research found that the decree of The Constitutional Court contradicts 
the theory of psychology that see the age of 16 is an adolescent phase that is not 
appropriate yet for marriage. Psychologically, the ideal age for marriage is 21 year 
old. The researcher does not agree with the national regulation of marriage 
standard asserting the standard age for men is the age of 19 while for women is 
the age of 16. This national regulation (UUD) was developed in 1974 which it is 
less appropriate to the 2017 era. It has been about 43 years, but the age standard 
determined in the regulation is still on the age of 19 and 16. On the other side, the 
psychic of every human being changes overtime based on the theory of 
developmental psychology. 
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 مستخلصالبحث
غن حد سن  7016/ 60-/فؤؤ74-.3, تحليل  كرار المحكمة الدس تورية رقم 2016يسرى, أ هيم ميلة,. 
امزواج  نلمرأ ة غند ػلم امنفس, امبحث امؼلمي, كسم ال حوال امشحصية, كلّية امشريؼة جامؼة الحكومية 
 الإسلامية  مومنا مليم اإ براهيم مالنج, تحت اإ شراف الدنتورة الحاجة مفيدة, الماجس تير. 
 
 كلمة امبحث: المحكمة الدس تورية, املاهون, حد سن امزواج.   
وان لجنة مؤسسة امصحة نلمرأ ة وال ولد نلحصول ػلى مراجؼة كضائية غن حد طلب مدير دي
) و 0أ ية ( 4في ضد المادة  7016, في تاريخ الخامس من مارس  7470ػام  0سن امزواج في املاهون رقم 
. هذا بأ ن ذلك املاهون ثصبح نثيرا من ثطبيق نكاح ال ولد, خصوصا 7470ػام  0) املاهون في امرقم 6(
 رأ ة و هذا املاهون يتؼارض باملاهون الذي ثنظيم حدود امسن امبليؽ.   نلم
-13)  ما ال ساس املاهوني  ملرار المحكمة الدس تورية رقم 0أ ّما أ س ئلات امبحث فهيي (
) و هيف تحليل كرار المحكمة الدس تورية رقم 6ػلى حد سن امزواج ؟ ( 7016/60/فؤؤ_34
 غند ػلم امنفس ؟ 7016/60/فؤؤ/74_13
هوع هذا  جهات امنظر من هوػه, هذا امبحث بما في ذلك امبحوث المكتوبة (مكتبة امبحوث), و 
امبحث هو املاهوني المؼياري  بمراكبة ػلم امنفس. المصادر من هذا امبحث هو المصادر امثناوية مثل امكتاب 
مبيوموؾية امطبّية خصوصا غن المحكمة الدس تورية,  امكتب, الملالة امؼلمية وؿيرها امتي ثتؼلق بؼلم امنفس و ا
 المرأ ة. تحتاج المصادر المكتبية منيل تحليلا جيّدا من هذه المس ئلات في هذا امبحث. 
وصلت امباحثة الى الخلاصة وهي أ ن كرار المحكمة الدس تورية يتؼارض بؼلم امنفس الذي يلوم أ ن  
امباحثة ؿير موافلة بحد سن س نوات.  06عمر س تّة غشر مراهلات ولم جس تؼد متزّوج, وأ ن بليع غند 
, و الآن س نة 7470لمرأ ة. كّرر هذا املاهون في امس نة  20مرجال و  70امزواج في كاهون امزواج أ ي عمر 
 س نوات أ ّما أ ّن امناس يطّورون كل امزمن غند ػلم امنفس.  37, يخامف 4016
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam kehidupan yang semakin maju ini perkawinan bukan hanya sekedar 
ritual untuk menghalalkan yang haram, namun juga merupakan perkara hukum 
yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Dewasa ini batas usia nikah 
menjadi isu yang cukup menyita perhatian, pasalnya UU Perkawinan dinilai 
mendukung praktek pernikahan mudadengan memberikan batas usia nikah 19 
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang jelas di anggap bahwa usia 
tersebut adalah usia anak-anak, ditambah dengan mudahnya untuk mendapatkan 
dispensasi nikah pada anak yang belum mencapai umur 19 bagi laki-laki dan 16 
bagi perempuan.  
Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut pada 
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tanggal 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan 
dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan 
permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974.
1
 Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara 
lain; pemohon berpendapat,bahwa aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik 
perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Ini mengakibatkan perampasan 
hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, juga untuk 
melindungi dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberi kepastian hukum 
yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.Ditambah 
dengan mudahnya untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anak yang belum 
mencapai batas minimal usia nikah yang di tetapkan oleh undang-undang 
pernikahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Sebagaimana bunyi UU No. 1 
tahun 1974 pasal 7 ayat 2 “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dispensasidapat dipahami sebagai 
keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas terjadinya 
permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu 
larangan atau perintahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
sehingga dispensasi nikah dapat dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan 
oleh Hakim atas permohonan dari anak yang akan melangsungkan pernikahan 
meskipun usianya belum memenuhi kriteria usia minimal untuk menikah. 
Meskipun bukan satu–satunya latar belakang untuk mengajukan dispensasi nikah, 
                                                          
1
 Lihat Salinan Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014. 
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namun kehamilan pra nikah menjadi alasan yang paling dominan dari banyaknya 
permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia.  
Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan 
menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah 
Konstitusi menolak permohonan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada 
jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada 
turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan 
dan sosial yang muncu.  
Adapun dalil yang digunakan yaitu bahwasannya dalam Al-Qur'an dan 
Hadits tidak menetapkan usia tertentu dalam perkawinan. Mahkamah Konstitusi 
juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan 
hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh 
pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan 
yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-
Undang yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan 
dengan UUD 1945. 
Jika melihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat Undang Undang 
Perkawinan tahun 1974 diundangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun 
merupakan hal yang lumrah mengingat rendahnya jumlah anak perempuan yang 
sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, 
ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. 
Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program 
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wajib belajar 12 tahun yang diusung pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak 
dapat masuk SD pada usia 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk 
di bangku SMP.
2
 Lantas Pada dewasa ini usia dewasa antara anak satu dengan 
anak lainya tidaklah sama, tergantung pada lingkungan dan keadaan keluarga dari 
masing masing anak, masa pubertas antara anak satu dan anak yang lain tidak bisa 
disamakan. Pubertas dapat terjadi lebih mudaataupun lebih lambat tergantung 
pada makanan, lingkungan dan situasi keluarga. 
 Anak-anak yang hidup di daerah konflik lebih cepat dewasa di banding 
dengan anak yang hidup di negara yang aman, anak yang hidup dengan 
membiayai dirinya sendiri dan keluarganya lebih cepat dewasa di banding dengan 
anak anak perumahan yang setiap kebutuhnnya sudah disiapkan oleh orang 
tuanya.  
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara seharusnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi 
setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun 
demikian, putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review ini seakan bertolak 
belakang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya diemban. 
Dengan tetap berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, 
Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memihak perlindungan hak-hak anak, 
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Psmk.kemdikbud.go.id/kontkbuen/1906/kemdid-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip 
Diakses Pada 16 feberuari 2017 
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terutama anak perempuan, hak kesehatan bagi perempuan baik kesehatan psikis 
maupun medis. 
Pada saat ini, perkawinan mudamenjadi isu yang bukan hanya menyita 
perhatian masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat global, terutama bagi negara–
negara berkembang yang mempunyai masalah dalam menekan laju 
pertumbuhanpenduduknya. Di banyak konferensi yang digelar secara nasional 
maupun internasional, disebutkan bahwa pernikahan mudamembawa dampak 
negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif. 
Perkawinan usia mudamemberi dampak peningkatan resiko kehamilan 
ketika organ reproduksi masih belum matang, yang pada akhirnya dapat 
menyebabkan kematian ibu dan bayi. Selain dampak negatif secara fisik bagi 
individu, pernikahan mudajuga mengakibatkan berkurangnya kesempatan 
memperoleh pendidikan, juga semakin menurunnya fungsi sosial dan ekonomi 
pada pasangan belia. Permasalahan yang mengekor pada pernikahan yang terlalu 
muda tentu sangat beragam selain mempengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan 
dan pembangunan, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi juga akan terkena 
dampak. 
 Jika lapangan kerja masih minim, maka angka pengangguran akan 
mengalami peningkatan, maka akan terjadi krisis lahan dan pangan, dan 
kesejahteraan sosial akan semakin sulit untuk diwujudkan. 
Untuk menemukan kebahagian didalam sebuah rumah tangga, penting 
melihat batas umur perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Batas usia 
perkawinan dikatakan sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah 
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perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, 
hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, baik usia pria maupun 
wanita. Bila di tinjau lebih lanjut banyaknya tingkat perceraian  dikalangan 
masyakarat antara lain, disebabkan karena kurangnya kedewasaan dan 
kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat 
besarnya tanggung jawab bagi setiap pasangan yang sudah menikah, bukan hanya 
terhadap diri mereka sendiri namun juga generasi atau keturunan yang akan 
mereka lahirkan.  
Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama 
tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.3  Adapun alasan dari penetapan batas usia 
minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun 
dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas 
minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga 
kesehatan suami, istri dan keturunan.  
Berdasarkan bunyi penjelasan ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan 
mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih 
melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada 
perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai. 
                                                          
3
 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
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Lebih dari itu, kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting 
dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah 
perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal 
itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang 
berantakan di tengah jalan.
4
 
Dalam ilmu psikologi jiwa seseorang di bagi menjadi 3 masa, masa kanak-
kanak (0-12) tahun, masa remaja (13-21) tahun, masa dewasa (21) tahun dan 
seterusnya,yang dari pembagian tersebut konsep psikologi memberikan 
pandangan bahwa masa dewasa, masa dimana seseorang sudah siap untuk 
menikah adalah umur 21 tahun. 
Dalam Al-Qur‟an dan as-Sunnah secara eksplisit tidak mengatur mengenai 
batas usia minimal dalam perkawinan. Umat Islam umumnya menyepakati 
kondisi baligh bagi perempuan adalah setelah haidh dan laki-laki dengan mimpi 
basah.
5
 Dilihat dari segi literature, akil baligh juga dikenal sebagai batas 
kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang 
berbeda.
6
 Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh 
pada tingkat kesehatan seksualitas. 
Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan istita’ah 
(kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan 
                                                          
4
 Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa, Cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). 16. 
5
 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, (Cairo: Dar al-Qaf, 1990). 6 
6
 Nadine Suryoprajogo, Kupas Tuntas Kesehatan Remaja, (Yogyakarta: Diglosia Prinska, 2009). 
2.  
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patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah Hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu: 
  ٍّهع اللّ ىهص اللّ لىسر اُن لاق ُّع اللّ ًظردىعسي ٍب اللّدبع ٍع
سو عطتسٌ ىن ٍيو جرفهن ٍصحأو رصبهن طغأ َّإف جوستٍهف ةءابنا ىكُي عطتسا ٍي بابشنا رشعي اٌ : و م
ءاجو ّن َّإف وىصناب ٍّهعف 
Artinya: 
Dari „Abdullah bin Mas‟ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah 
saw.kepada kami: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah 
memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) 
menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak 
mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu.” Kemampuan yang 
dimaksud dalam Hadits tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental 
(kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan 
kebutuhan dalam keluarga.  
Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan 
mencoba meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang psikologis. 
Dengan batasan minimal usia perkawinan pada laki laki berumur 19 tahun dan 
perempuan 16 tahun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah 
sudah  relevan dengan psikologis. Untuk itu, perlu dibahas dan dikaji dalam ranah 
ilmiah dengan judul analisis putusan judicialriview mahkamah konstitusi 
no.30-74/puu-XII/2014 Tentang batas usia nikah bagi perempuan Prespektif 
psikologis.  
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B. RUMUSAN MASALAH 
Agar lebih terarah dan terfokus pada tema permasalahan, maka penulis 
merumuskan permasalahan dalam pertanyaan sebagai berikut: 
a. Apakah dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-
74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan? 
b. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-
74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:  
a. Untuk mengetahui dasar hukum putusan Mahkamah Agung no.30-
74/puu-XII/2014 tentang batasan usia nikah. 
b. Untuk menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-
74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah dalam perspektif 
psikologis. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Setiap penelitian tentunya harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil 
penelitian ini nantinya, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pembaca: 
1.  Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas 
khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu hukum, 
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sehingga memiliki sumbangan pemikiran dalam batas usia perkawinan. 
Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, 
khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas 
Syari‟ah jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah. 
 
2. Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran 
bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum, sebagai 
suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapka n dapat menjadi salah 
satu refrensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai 
putusan putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi. 
 
E. DEFINISI OPERASIONAL 
Analisis : aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 
membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 
kembali menurut kritera tertentu kemudian dicari kaitanya dan di tafsirkan 
maknanya.
7
 
Judicial ReviewMahkamah Konstitusi: Peninjauan kembali, pengujian 
kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga judicial untuk menguji 
kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh 
eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang 
berlaku.
8
Yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang 
                                                          
7
 Ww.pengertianahli.com di kses pada 12juli 2017 
8
 Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain, Legislative drafting pelembagaan metode partisipatif 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Cet. III, (Malang: In-trans publishing). 
168 
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mengadili pada tingkat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum; salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar.
9
 
 
F. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah batasan usia nikah 
yang ditetapkan oleh MK. Berangkat dari objek kajian penelitian tersebut, maka 
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan skripsi 
menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) dengan 
menggunakan bahan  pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang 
dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat 
kabar, media online dan lainya,
10
 yang berkaitan dengan obyek permasalahan 
yang di teliti, sehingga dapat diperoleh data data yang jelas dan akurat. 
2. Sumber bahan Penelitian  
                                                          
9
 https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia Diakses Pada tanggal 
11 Desember 2016. 
10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII, (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2002).236 
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Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 
diperoleh.
11
 Oleh sebab itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari:  
a. Sumber primer, yaitu  
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/puu-XII/2014;  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu 
bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat 
penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam 
penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan batas usia 
perkawinan dalam perspektif psikologis, penelitian-penelitian terdahulu 
seperti skripsi, thesis, atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini 
serta putusan judicial review Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
akan dijadikan sebagi analisis dalam penelitian ini, yaitu: 
1) Hurlock, elizabet  B. Alih bahasa Widayanti dan Sudjarwo. 
Psikologi Perkembangan. 
2)  John W. Santrock, Remaja. 
3) John W. Santrock, life-span Devolpment jilid2. 
4) Sarwono, Psikologi Remaja. 
5) Desmita, Psikologi Perkembangan. 
6)  Alwisol, Psikologi Psikologi Kepribadian. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII, (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2002). 107.  
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7)  Skripsi Nizr Abdussalam. batas minimal usia kawin dalam uu no1 
tahun 1974 tentang Perkawinan Prespektif  Hakim Pengadilan 
Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi Uin malang.  
8) Soemanto, Owasty, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja 
Pemimpin Pendidikan. 
9) Zulkifli, Psikologi Perkembangan. Cet. V. 
10) Ali Muhammad dan Muhammad Asrori. Psikologi Remaja; 
Perkembangan Peserta Didik. Cet III. 
11) Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi 
Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada 
Remaja. 
12)  Lyn Wilcox, Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk 
Kepribadian Manusia. 
c. Sumber tersier, mencakup data-data yang memberikan petunjuk serta 
penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, antara lain 
mencakup kamus hokum, ensiklopedi, dan selainnya. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan data dalam 
skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan studi Putusan, 
yang dilakukan dengan metode studi dokumentasi. Metode dokumentasi akan 
dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam sumber primer, sekunder dan 
tersier, yaitu mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-
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undangan, Pendapat pakar hukum, literature-literatur berbentuk hasil penelitian, 
dan media-media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.  
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelusuri seluruh data yang 
sudah tesedia dari sumber primer, sekunder dan tersier, kemudian melakukan 
identifikasi dan analisis menggunakan analisa data kualitatif  dengan metode 
deskriptif-normatif, kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil analisa secara 
logis dan sistematis melalui metode deduktif.  
5. Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis 
menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan 
masing-masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:  
Bab I: tentang Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang 
masalah, pembatasan dan perumusan  masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kajian terdahuu, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II : pada bab ini akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang 
penelitian terdahulu dan kajian teori. Akan dipaparkan penelitian terdahulu 
yang masih dalam satu kutipan dengan singkat tentang persamaan dan 
perbedaan. Sedangkan pada kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan 
teori teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur. 
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Bab III: peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh 
melalui berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber data 
terkait. 
 Bab IV Penutup, Bab ini memuat tentang kesimpulan penulis, kritik dan 
saran yang terkait dengan analisa penulis.  
G. PENELITIAN TERDAHULU 
Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut 
bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian 
terdahulu dan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu adalah: 
a. Wilda nur rahmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang  pada tahun 2016 dengan judul “Analisis putusan judicial review 
Mahkamah Konstitusi  No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia 
nikah ditinjau dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia 
dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak” penelitian ini 
bertujuan untuk memahami tinjauan  UU No 39 Tahun 1999 tentang hak 
asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak 
dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-
XII/2014 mengenai batas usia pernikahan, mengetahui upaya pencegahan 
conflict of nornm antara UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia 
dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan putusan 
judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai 
batas usia pernikahan, Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu, 
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pertama putusan Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 
mengenai batas usia pernikahan sama dengan melegalkan perkawinan 
anak serta dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi 
perempuan. Yang kedua berdasarkan Mahkamah Konstitusi No-30-
74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanaya conflict of norm atau 
pertentangan antara undang undang satu dengan undang undang yang lain 
sehingga dibutuhkan upaya untuk mencegah timbulnya ketidak pastian 
hukum terus menerus, usia undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah lebih 
dari 40 tahun sehingga di perlukan pembaharuan untuk dapat mengikuti 
perkembangan zaman Dalam skripsi yang telah di teliti oleh Wilda nur 
rahmah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa 
persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama 
menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi namun 
Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan 
adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 
tahun 2002 Tentang perlindungan anak sedangkan penulis meneliti dengan 
tinjauan psikologis. 
b. Tri Ardiyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada 
Tahun 2014 dengan judul “Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 93/PUU-X/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait dengan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 
17 
 
 
Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan normatif dan 
empirik. Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu, pertama putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berimplikasi terhadap 
dihapuskannya kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaiakan 
sengketa perbankan syariah, dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai 
satu -satunya intitusi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa 
tersebut. Kedua, kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga 
peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara yuridis tidak 
mengalami perubahan yang mendasar sebab, pengaturan tentang 
kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah telah diatur secara terperinci dalam Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2006 termasuk batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan 
mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.
12
 Dalam 
skripsi yang telah di teliti oleh Tri Ardiyanto dengan penelitian yang 
diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. 
Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan 
judicial review Mahkamah konstitusi namun Perbedaan penelitian ini yaitu 
terletak pada bidang judicial review yang diuji yaitu dalam bidang 
perbankan syariah, sedangkan dalam putusan nomer 30-74/PUU-XII/2014 
adalah mengenai batas usia perkawinan. 
 
                                                          
12
Tri ardiyanto, “Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012”(Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. 2014) 
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c. Asyharul Mu‟ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 
Pada Tahun 2012 dengan judul “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif 
Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama”. Dalam penelitian ini penulis 
membahas permasalahan tentang batas minimal usia nikah menurut 
pandangan Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama‟. Penulis 
membandingkan antara pandangan Muhammadiyyah dan Nahdhatul 
Ulama‟. Muhammadiyyah lebih cenderung sepakat dengan UU. No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-
laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Sedangkan NU 
dengan metode istinbathnya yang selalu memakai pendapat ulama‟ 
terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan 
batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam 
persyaratan bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh 
pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.
13
 Dalam skripsi yang 
telah di teliti oleh asyharul mu‟ala dengan penelitian yang diteliti oleh 
penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah 
Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan, 
namun perbedaanya terletak pada perspektif yang digunakan pada 
penelitian terdahulu ini yaitu pandangan ulama muhammadiyah dan ulama 
nahdhatul ulama mengenai batas usia nikah. 
 
                                                          
13
 Asyharul Mu‟ala, “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif muhammadiyah dan nahdlatul 
ulama”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012). 
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d.  Yafis Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 
Malang. Pada Tahun 2012 dengan juduL “Analisis Putusan Judicial 
Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau 
dari Asas Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan 
bahwasannya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir 
diluar nikah mempunyai hak keperdataanberupa hak diakui oleh ayahnya, 
hak nafkah, hak waris, hak perwalian, dan hak hadhanah kepada laki-laki 
sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti 
lainnya. Dalam asas hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi telah ssesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas 
kemanfaatan yang menyatakan setiap anak yang dilahirkan baik anak yang 
sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada 
laki-laki sebagai ayahnya.
14
 Dalam skripsi yang telah di teliti oleh Yafis 
Bachtiar dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa 
persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama 
menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi namun dalam 
penelitian ini putusan yang dianalisis adalah mengenai hak keperdataan 
anak yang semula anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tidak ada 
hak waris, hak perwalian, hak nafkah, dan hak hadhanah dari ayahnya.  
 
                                                          
14
 Yafis Bachtiar, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 
Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau 
dari Asas Hukum Islam”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
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Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No. Identitas Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 
1 Wilda nur 
rahmah, 
Universitas 
Islam Negeri 
Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang  pada 
tahun 2016  
“Analisis putusan 
judicial review 
Mahkamah 
Konstitusi  No-
30-74/PUU-
XII/2014 
mengenai batas 
usia nikah 
ditinjau dengan 
UU No 39 Tahun 
1999 tentang hak 
asasi manusia dan 
UU No 23 tahun 
2002 Tentang 
perlindungan 
anak” 
Penelitian ini sama-
sama menganalisis 
putusan judicial 
review Mahkamah 
konstitusi. 
Perbedaan 
penelitian ini 
yaitu terletak 
pada tinjauan 
yang digunakan 
adalah UU No 
39 Tahun 1999 
tentang hak 
asasi manusia 
dan UU No 23 
tahun 2002 
Tentang 
perlindungan 
anak sedangkan 
penulis meneliti 
dengan tinjauan 
psikologis. 
2 Tri ardiyanto, 
Universitas 
Islam Negeri 
Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta. 
Pada Tahun 
2014  
“Analisis teradap 
Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi Nomor 
93/PUU-
X/2012”. 
Penelitian ini sama-
sama menganalisis 
putusan judicial 
review Mahkamah 
konstitusi. 
Perbedaanya 
terletak pada 
bidang judicial 
review yang 
diuji yaitu 
dalam bidang 
perbankan 
syariah, 
sedangkan 
dalam putusan 
nomer 30-
74/PUU-
XII/2014 adalah 
mengenai batas 
usia 
perkawinan. 
3 Yafis Bachtiar, 
Universitas 
Islam Negeri 
Maulana 
Malik Ibrahim, 
Malang. Pada 
Tahun 2012  
Analisis Putusan 
Judicial Review 
Mahkamah 
Konstitusi No. 
46/PUU-
VIII/2010 
Terhadap Pasal 
Penelitian ini sama-
sama menganalisis 
putusan judicial 
review Mahkamah 
konstitusi. 
Perbedaan 
dalam penelitian   
ini putusan yang 
dianalisis adalah 
mengenai hak 
keperdataan 
anak yang 
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43 ayat (1) UU 
No. 1 Tahun 
1974 Mengenai 
Hak Keperdataan 
Anak Ditinjau 
dari Asas Hukum 
Islam 
semula anak 
yang lahir diluar 
nikah hanya 
mempunyai 
hubungan 
perdata dengan 
ibunya dan 
keluarga ibunya. 
Sehingga tidak 
ada hak waris, 
hak perwalian, 
hak nafkah, dan 
hak hadhanah 
dari ayahnya. 
4 Asyharul 
Mu‟ala, 
Universitas 
Islam Negeri 
Sunan 
Kalijaga, 
Yogyakarta. 
Pada Tahun 
2012 
“Analisis teradap 
Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi Nomor 
93/PUU-
X/2012”.Batas 
Minimal Usia 
Nikah Perspektif 
Muhammadiyyah 
dan Nahdhatul 
Ulama  
Penelitian ini sama-
sama menganalisis 
putusan judicial 
review Mahkamah 
konstitusi. 
perbedaanya 
terletak pada 
perspektif yang 
digunakan pada 
penelitian 
terdahulu ini 
yaitu pandangan 
ulama 
muhammadiyah 
dan ulama 
nahdhatul ulama 
mengenai batas 
usia nikah. 
 
 
 
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, sistematika, dan saling 
berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum 
dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, dan berikut adalah 
cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini: 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini meliputi beberapa keterangan yang 
menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya 
ide dan dasar penulis.  
Selanjutnya dari latar belakang tersebut dijadikan menjadi sebuah 
pertanyaan yang kemudian disusun sebagai rumusan masalah. Setelah itu, peneliti 
mencantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, definisi operasional, 
dan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, 
sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, 
metode pengolahan bahan penelitian serta metode analisis penelitian.  
Kemudian dalam bab satu ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu 
yakni penelitian lain yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini. Dan 
yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang disusun agar penelitian ini 
menjadi terarah dan sistematis. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Berisi tentang tinjauan pustaka, antara lain mengenai pengertian 
Mahkamah Konstitusi serta kedudukan dan kewenangannya, ringkasan dari 
judicial review terhadap UU No1 Tahun  1974 tentang batas usia nikah, tinjauan 
hukum Islam dalam masalah batas usia perkawinan, dalil-dalil hukum baik dari 
Al-Qur‟an maupun Hadits tentang batas usia perkawinan, Batas usia nikah 
menurut prespektif psikologi dan tentang teori efektivitas hukum. 
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BAB III : PEMBAHASAN 
Berisi tentang analisa putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 
30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan, kemudian dilanjutkan 
dengan analisa putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau 
dari prespektif psikologis serta teori pemberlakuan hukum. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab penutup adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di 
dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi 
mengenai saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat 
secara umum. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk 
melakukan hak pengujian (judicial review, atau secara lebih spesifiknya 
melakukan constitucional review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang 
Dasar serta tugas khusus lain yaitu Forum Preveliegiatum atau peradilan yang 
khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal 
tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.
15
 Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, 
disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di 
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Moh. Mahfud, Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta:Rajawali 
press, 2012), 118 
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bawahnya.
16
 Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) 
memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-
prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi 
penyelenggaraan hidup bernegara (the supreme law of the land). Karena itu, 
Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai the guardian of the constitution. 
Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
17
 Pembentukan 
MahkamahKonstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh 
hukum, seperti masalah judicial review terhadap Undang-Undang, sekarang dapat 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan 
lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Di samping itu 
keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan 
organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber 
hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan 
wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi entry point yang mendorong 
terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.
18
 
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi 
                                                          
16
 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
17
 Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 
18
 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah 
Konstitusi,(Yogyakarta: UII Press, 2009). 1. 
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Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan 
diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang 
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 
7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 
Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan 
pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abat ke-20. Setelah 
disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu 
pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan 
fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan 
UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat 
Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui 
pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan 
disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 
2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim 
konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah 
jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 
2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA 
ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya 
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kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan 
UUD 1945.
19
 
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi 
guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi 
negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam 
sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian 
undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan 
Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi 
supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan,ini juga terjadi di 
negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan 
kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk 
dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari 
koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu 
sendiri terkawal Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang 
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 
a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasaar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 
                                                          
19
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1 sejarah mahkamah 
konstitusi, di akses pada tanggal 12 Januari 2017 
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b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus 
diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci 
sebagai berikut: 
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945. 
c. Memutus pembubaran partai politik. 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa 
Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 
1945. 
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan 
tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak 
dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan 
memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika 
Serikat di bawah pimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara 
William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas 
Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusaannya tidak diserahkan oleh 
pemerintah baru kepadanya.
20
Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma 
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Maruar Siahan, Huku Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 11 
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hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. 
Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses 
pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi 
pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan 
bersifat pengaturan (regeling), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 
penetapan administratif (beschikking), dan (iii) keputusan normatif yang berisi 
dan bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis.Ketiga bentuk 
norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme 
peradilan (justisial) atau mekanisme non-justisial. Jika pengujian itu dilakukan 
oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu dilakukan oleh lembaga 
peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai judicial review atau 
pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu 
dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai 
judicial review.
21
 
4. Sumber Hukum Beracara 
Sumber hukum untuk mencari aturan hukum acara, adalah Undang-
Undang Hukum Acara, yang secara khusus dibuat untuk itu, dalam hal ini adalah 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana telah 
diutarakan diatas, karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan aturan mengenai 
hukum acara tidak lengkap.Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V 
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Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 (dua belas) bagian, 
dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak 
kekosongannya. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi 
kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang 
dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan 
menyusun sendiri rule of the court.Rule of the court yang diperlukan untuk 
mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan 
Mahkamah Konstitusi (PMK).  
Adapun mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar 
bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya, yaitu 
memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuatu perkara dapat berupabeberapa 
sumber, baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.  
Beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah:
22
 
a) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945; 
b) Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003; 
c) Undang-undang Nimer 4 tahun 2004 Tentang Keukuasaan Kehakiman; 
d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib 
persidangan pada Mahkamah konstitusi RI; 
e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 04/PMK/2004 tentang Pedoman 
Beracara dalam perselisishan hasil pemilu; 
f) Peraturan Mahkamah Kosntitusi 05/PMK/2004 tentang prosedur pengajuan 
keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; 
g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 06/PMK/2005 tentang pedoman 
beracara dalam perkara pengujian Undang-undang; 
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h) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 08/PMK/2006 tentang pedoman 
beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara; 
i) Peraturan Mahkamah Nomer 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam 
perselisihan hasilpemilu anggota DPR, DPD, DPRD; 
j) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 15 Tahun 2008 tentang pedoman 
beracara dalam perselisishan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil 
kepada daerah; 
k) Yurisprudensi; 
l) Doktrin atau pendapat para ahli hukum;  
 
5. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi 
Asas hukum (Rechts Beginsellen) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi 
latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).
23
 Asas hukum 
bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang dari peraturan 
yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Untuk menemukan asas hukum 
dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret. 
Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas 
hukum khusus. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan 
seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum 
yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum 
pidana, perdata dan sebagainya. Beberapa  
asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting di antaranya adalah: 
a. Asas Independensi / Noninterfentif. 
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b. Asas Praduga Rechtmatige 
c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum 
d. Asas Hakim Majelis 
e. Asas Objektivitas 
f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (dominus litis) 
g. Asas Pembuktian Bebas 
h. Asas Putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat Final 
i. Asas Putusan Mengikat secara “Erga Omnes” 
j. Asas Sosialisasi 
k. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.
24
 
 
6. Ringkasan Yudical Review No.30-74/PUU-XII/2014 
Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh 
ekonomi dan budaya dengan anggapan negatif (prawan tua) bagi wanita yang 
belum menikah di usia 18 tahun keatas, dianggap telah merenggut hak hak asasi 
anak dan perempuan, dinama UU No 1 Tahun 1974 yang membolehkan 
pernikahan pada anak perempuan dalam usia muda yakni 16 tahun, telah 
bertentangan dengan mandat konstitusi UUD 1945, serta mencederai UU 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bertentangan dengan batas usia wajib 
belajar 12 tahun yang diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 sehingga mengakibatkan 
rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan, bahwa batas usia pernikahan di 
umur 16 tahun dapat mengakibatkan terganggunnya kesehatas mental dan 
kesehatan fisik, terbukti dengan tingginya angka perceraian pada pernikahan yang 
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dilakukan di bawah usia 20 tahun, tingginya potensi ibu meninggal saat 
melahirkan karena kehamilan di usia dini 
Dengan demikian para ORMAS (Organisasi Masyarakat) di Indonesia 
diantaranya, Yayasan kesehatan perempuan, Organisasi semerlak cerlang 
nusantara (SCN), Masyarakat untuk keadilan gender dan antar generasi 
(MAGENTA), koalisi perempuan indonesia (KPI), Yayasan pemantau anak 
(YPHA), Koalisi perempuan indonesia, mengajukan ujimateri UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menaikan batas usia nikah bagi 
perempuan, dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
25
 
 Pada kamis tanggal 18 juni tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengeluarkan putusan  No..30-74/puu-XII/2014 terkait batas usia nikah bagi anak 
perempuan.
26
dengan tuntutan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) 
tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat(conditionally 
unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” 
itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “18 
(delapan belas) tahun”, 
                                                          
25
Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014 
26
Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014 
34 
 
 
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) 
tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat(conditionally 
unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” 
itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “18 
(delapan belas) tahun”, 
4. Mengubah materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan sehingga bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: “Perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”. 
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
Ruang lingkup Pasal yang diuji antara lain, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Dasar Konstitusional 
yang digunakan antara lain, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), 
Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat 
(2).
27
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 Pada senin tanggal 25 bulan Januari 2015 mahkamah konstitusi menolak 
semua permohonan yang di ajukan, Dengan dikeluarkanya putusan Mahkamah 
Agung No.30-74/puu-XII/2014 yang dalam amar putusanya menyatakan bahwa:
28
 
1. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah 
mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
2. Bahwa Undang-Undang Perkawinan, telah mengandung sangat kuat nilai-
nilai agama Islam. 
3.  Bahwa ketentuan terkait usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 
7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah sesuai dengan nilai agama 
Islam.  
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah 
konvensional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945. 
5. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikeluarkan dengan berbagai 
pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, hukum dan kemaslakhatan.  
Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya jaminan bahwa angka 
perceraian akan berkurang jika batas usia mininal menikah di naikan. Namun 
tidak semua pihak setuju dengah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pro dan 
kontra turut datang dari beberapa kalangan. 
B. Pernikahan  
1. Pengertian Pernikahan  
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Pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara 
seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan 
ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan 
kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu dapatmemenuhi kebutuhannya 
dan mengembangkandirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan 
menciptakan kebahagian individu yang terlibat didalamnya. 
Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang 
didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belaah pihak. Janji setia 
yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.  Dalam pasal 1 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan 
pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
 Menurut Bachtiar, defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua 
hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang 
lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang 
layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan 
ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari 
masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan 
manusia di bumi.
29
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Menurut Goldberg, pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat 
populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang 
tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang 
bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan 
terpenuhinyakebutuhan-kebutuhan interpersonal.
30
 
Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial 
yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan 
berbeda-beda, tetetapi praktek-prakteknya pernikahan dihampir semua 
kebudayaan cenderung sama pernikahan menunujukkan pada suatu peristiwa saat 
sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua 
agama,para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi 
dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. 
31
 
 Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan 
perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara 
sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan 
 
2. Tujuan pernikahan 
Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah 
biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan 
                                                          
30
(http://sktpi.blogspot.com. Diakses 12 juli 2017 
31
 Kartono k. psikologi wanita, gadis remaja dan wanita dewasa (Bandung: mandar madu,1992). 
207 
38 
 
 
tersebut. Tahapan tersebut diataranya adalah masa perkenalan kemudian setelah 
masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu 
meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan. Selanjutnya, 
setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan 
dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk 
melaksanakan pernikahan. 
Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang 
terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang-
Undang pernikahan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa 
tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah pernikahan adalah hal yang 
tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena 
kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena 
sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum 
tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.
32
 
Tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani 
manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 
di dunia,mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa 
bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
33
 
Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
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mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh 
keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh 
hukum.
3435
 
Lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah: 
1 Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah 
tangga yang damai dan teratur  
2 Mengatur potensi kelamin  
3 Menjaga diri dari perbuatan-perbuan yang dilarang agama  
4 Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri  
5 Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.  
 
3. Batas usia nikah 
Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah 
terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina 
keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam 
mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial 
ekonomi. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit 
terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan 
suatu masyarakat bangsa dan negara.
36
Usia ideal perempuan untuk menikah 
adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ 
reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat 
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serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara 
laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu 
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi 
dan sosial.
37
 
Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus 
diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. 
Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika 
berumah tangga dipandang akan dapat mengendaliakn emosi dan kemarahan yang 
sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas 
akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri 
maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang 
fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, 
ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih 
kebahagiaan 
38
 
Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari 
satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah 
dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah 
pernikahan.Menurut Undang-Undang pernikahan, usia minimal untuk menikah 
adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 Undang-Undang 
No.1/1974 tentang pernikahan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di 
atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehigga mereka sudah boleh menikah, 
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batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun 
begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin 
orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh 
menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974). 
Tampaklah di sini, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka 
yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak anak 
lagi, tetetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk 
mengawinkan mereka.  
Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti 
yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat.  Di Indonesia 
ternyata masih banyak terjadi pernikahan di usia yang terlalu muda. Itu semua 
terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena didikan orang tua sejak kecil yang 
di tanamkan pada anak-anak mereka hingga masa dewasa. Para pisikolog 
mengkhawatirkan pernikahan yang terjadi diusia yang muda akan menemui batu 
sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang.  
Secara hukum pernikahan diusia 19 dan 16 tahun sah, sebab semua rukun 
dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan 
memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang 
ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi remaja 
belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada 
saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan 
sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari 
gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan 
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dilakukan dibawa 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang 
menemukan jati dirinya. Bila kita melihat fenomena yang ada pada orang dewasa 
ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendaliakn emosi dan 
kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan 
karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol 
diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam 
bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan 
agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih 
kebahagiaan. 
4. BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT PSIKOLOGIS 
Berbicara mengenai usia nikah dan kedewasaan, nampaknya psikologi 
merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Dalam keilmuan ini 
terdapat bahasan mengenai tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik 
maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di bahas dan menjadi perdebatan 
adalah perkembangan individu dari sisi psikisnya. Berdasarkan fakta yang ada di 
lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada 
zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang 
tua, pendidikan, dan lingkungan sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang 
cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan 
43 
 
 
yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang 
anak terutama yang telah menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis.
39
 
Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita 
karir,karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh 
dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan 
pergaulan yang sangat tidak mendukung.  
Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. 
Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan 
perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan 
mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta 
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi 
biologis mereka justru lebih cepat matang.  Hal ini sejalan dengan pernyataan 
yang diutarakan oleh para ahli psikologi modern yang menyatakan bahwa setiap 
satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis 
sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan 
psikisnya.
40
 
Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan 
tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.
41
 Sejalan dengan J.J. Roesseau, 
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Sullivan mengemukakan bahwa manusia yangberumur lebih dari 20 tahun 
memasuki periode maturity (kematangan).
42
 Kemudian, Kohnstamm dalam 
bukunya Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording) menyatakan 
bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 
tahun ke atas.
43
 Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan 
bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.
44
 
Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai 
dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan 
keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan 
masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan 
kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-
keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi 
setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa 
perkembangan ini mulai mampu melakukan self direction dan self controll. 
Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang 
menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.
45
 
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang akan 
dicapai pada usia sekitar 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal 
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usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan 
batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perpspektif psikologi.  
Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah 
lama. Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan 
kedewasaan pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan 
sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada.Dan seperti yang 
kita ketahui bahwa lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan 
zaman dahulu. Berdasar pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia 
kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan 
standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 
tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.Dengan asumsi bahwa di usia 
18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam 
kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. 
Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke 
jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk 
melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang 
lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari 
pekerjaan yangia miliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia 21 tahun ini seorang 
laki-lakiberusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of 
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personal identy. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam 
kelompok teman sebaya dan orang dewasa.
46
 
 Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala 
keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun. 
Lantas bila kita melihat kedalam studi psikologi perkembangan 
kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span 
development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa 
dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa 
perkembangan tidak berakhir pada tercapainaya kematangan fisik, akan tetapi 
perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, 
remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak 
hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan 
sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan prilaku individu. Melihat 
sekilas konsep psikologi perkembangan hidup di atas, jika disejajarkan dengan 
persoalan batas usia dalam perkawinan, maka dalam perspektif psikologi 
setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan sepertinya cukup relevan jika 
dikaitkan dengan pembahasan ini. Relevansi aspek kedewaasaan sebagai batas 
usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah 
definisi tentang kedewasaan.  
Dalam psikologi Istilah  adult  atau dewasa awal berasal dari bentuk 
lampau kata  adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran 
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yang sempurna atau telah menjadi dewasa. masa dewasa berawal dimulai pada 
umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan 
psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.
47
 dewasa 
adalah sebuah transisi dari masa remaja, Bagi kebanyakan individu menjadi orang 
dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru baru ini, transisi dari masa 
remaja ke dewasa disebut dengan beranjak dewasa (emerging adulthood) yang 
terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun.
48
 
Pada masa dewasa individu memasuki peran yang lebih luas. Pola dan 
tingkah laku soaial berbeda dalam beberapa hal dengan orang yang lebih muda. 
Perbedaan perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif 
yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa peristiwa 
kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan.  
 Dalam psikologi dewasa di bagi menjadi 3 bagian yaitu: 
Masa dewasa awal: atau biasa disebut dengan masa transisi dewasa, yang terjadi 
kira kira pada usia 18 sampai 25 tahun, dewasa menengah  yang dimulai pada usia 
kurang lebih 40 tahun hingga 60 atau 65, : masa dewasa ahir dimulai pada 60 
tahun hingga hampir mencapai usia 120 atau 125tahun.
49
 Pada masa dewasa awal 
dicirikan dengan eksperimen dan eksplorasi. Puncak performa fisik biasanya 
terjadi pada usia 19 sampai 26 tahun, tapi pada masa dewasa awal penurunan fisik 
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biasanya mulai tampak. Cara berfikir mereka menjadi lebih pragmatis di masa 
dewasa awal dibandingkan di masa remaja.
50
 
Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria 
kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan 
status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun 
demikian, agaknya terdapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa 
perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam 
kehidupan ini. Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia 
perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya 
perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis 
yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. 
Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah 
merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya 
kriteria perkembangan masa dewasa. 
Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status dewasa tercapai apabila 
petumbuhan pubertas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta 
mampu berproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status 
dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya 
belum mencapai 21 tahun. Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia 
dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 
40–45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40–45 tahun 
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sampai sekitar usia 65 tahun serta mas lanjut atau masa tua berlangsung sekitar 
usia 65 tahun sampai meninggal dunia.
51
 
 
5. BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 
Dalam  Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur 
perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan 
maksimal untuk melangsungkan perkawinan sehingga para ulama dan para 
masyarakat memberikan asumsi bahwa batas usia nikah adalah ketika anak sudah 
memasuki masa dewasa. Sebagaimana bunyi Al-Qur‟an yang mengisyaratkan 
bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan 
mampu.  
Firman Allah SWT. 
 عساو اللّ و ّهعف ٍي اللّ ىهُغٌ ءارقف اىَىكٌ ٌإ ىكئآيإ و ىكدابع ٍي ٍٍحناصنا و ىكُي ىياٌلأا اىحكَا و
ىٍهع 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan 
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32) 
Kata (ٍٍحناصنا) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” 
yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.
52
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Begitu pula dengan Hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para 
pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. 
Secara tidak langsung, Al-Qur‟an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan 
sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan 
tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda  baligh secara umum antara 
lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria,  ihtilam bagi pria dan  
haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya 
kriteria  baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan 
perkawinan.
53
 Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan 
dengan baligh (cukup umur). 
Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani 
(biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air 
mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut 
belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya 
berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. 
Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh 
perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.
54
 
Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua 
pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah 
mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti 
anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum  baligh. Kedua, ia dianggap telah 
baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan 
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melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana 
dimiliki oleh wanita dewasa. 
Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat 
(miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk 
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan.
55
 
Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup 
hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum 
(taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan 
pemahaman. Maksudnya seseorang baru  bisa dibebani hukum apabila ia berakal 
dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.
56
 
Sehingga dapat diartikan bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. 
(Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang 
berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukallaf 
diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang 
dibebankan kepadanya.) 
Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama 
cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih 
banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.Beberapa 
negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal 
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perkawinan.
57
 Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh 
lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.Beberapa negara 
muslim memiliki batas usia nikah yang berbeda beda, mulai dari umur belasan 
tahun hingga umur 20an tahun, yang mereka tujukan untuk para warna negara 
mereka. 
Tabel 2.1 
Batasan Usia Minimal Pernikahan Di Beberapa Negara Muslim
58
 
No Negara Batasan Umur 
Laki-laki Perempuan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Aljazair  
Bangladesh  
Mesir  
Indonesia  
Iraq  
Yordania  
Lebanon  
Libya  
Malaysia  
Maroko  
Yaman Utara  
Pakistan  
Somalia  
Yaman Selatan  
Syria  
Tunisia  
Turki 
21  
21 
18  
19  
18  
16  
18 
18  
18  
18 
15  
18  
18 
18 
18 
19  
17 
18  
18 
16  
16 
18  
15  
17  
16  
16 
15  
15 
16  
18  
16  
17  
17 
15 
 
Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang 
berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. 
Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya 
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rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan. Majelis 
Ulama‟ Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah 
usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada’ dan ahliyyatul 
wujub).
59
 
Ahliyyatul Ada‟ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang 
telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya 
baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif.   
Ahliyyatul Wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-
hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.
60
 
 
6. Risiko Pernikah Usia Muda61 
Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri 
pada umumnya adanya percekcokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu 
sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan 
muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan 
satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik 
maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya 
pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.  Emosi yang 
tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia muda. 
Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor 
                                                          
59
Majelis Ulama Indonesia,  Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia 
III Tahun 2009), Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009. 78. 
60
Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum 
Positif di Indonesia), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. 18 dan 24. 
61
 Yusuf hanafi , kontrofersi pernikahan anak di bawah umur (bandung: mandar maju, 2011). 37. 
54 
 
 
seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan 
pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi 
emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih 
kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi. Kesusahan dan 
penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, 
pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami 
istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak anaknya menjadi 
terganggu.Pernikahan usia muda bukan hanya dari masalah kesehatan saja, 
dimana pernikahan diusia muda pada anak perempuan mempunyai penyumbang 
terbesar terhadap kanker serviks. Tetetapi punya masalah juga terhadap 
kelangsungan pernikahan. Pernikahan yang tidak didasari persiapan yang matang 
akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, 
percekcokan, bentrok antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya 
perceraian. Tidak hanya itu saja, pernikahan diusia muda mendatangkan banyak 
resiko seperti :  
a. Kematian Ibu (Maternal Mortality)  
 Resiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya 
dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun 
berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. 
Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam 
kematian gadis yang menikah di usia muda.  
b. Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence)  
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 Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. 
Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, 
menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan 
mengandung anak. Demikian pula dengan aspekp domestik lainnya. Dominasi 
pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak 
melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan 
rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan 
denganpasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak 
lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia  
Banyak sekali pernikahan-pernikahan ini harus berakhir kembali ke pengadilan 
dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan, untuk perkara yang berbeda 
yaitu perceraian.  
c. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini.  
Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia 
mudadidukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif 
sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia 
mudaakan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis 
percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan 
berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak 
menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta 
perkembangan kepribadian mereka.  Masalah yang ditimbulkan dari pernikahanan 
usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun 
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berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang 
melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-
gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, 
sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat 
kecerdasan.  
C. Tinjauan Psikologi tentang batas usia dewasa 
 
1. Teori Psikologi Perkembangan 
Ilmu psikologi perkembangan sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari 
mengenai tingkah laku, lebih tepatnya menjelaskan terkait analisa ilmiah dari 
perubahan tingkah laku pada seseorang selama hidupnya. Awalnya, bidang ilmu 
ini hanya menggambarkan perubahan perilaku ketika masa anak-anak saja, namun 
kini meluas hingga mempelajari tentang efek tak langsung seseorang dari masa 
anak-anak pada kehidupannya saat ini. Tujuan utama dari psikologi 
perkembangan adalah untuk mengumpulkan informasi penting terkait 
perkembangan manusia dari sebuah pengamatan. Hal ini juga mencakup 
mengenai kemajuan dan perilaku manusia, mulai dari lahir hingga meninggal. 
Dari hasil analisa inilah nantinya anda bisa mengetahui adanya perubahan tingkah 
laku bahkan penyimpangan di dalam diri seseorang. Di dalam psikologi 
perkembangan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian, 
kecerdasan, moralitas, serta perilaku manusia dalam menghadapi sebuah kondisi. 
Berikut ini ada beberapa teori di dalam ilmu psikologi perkembangan.  
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1. Teori Psikodinamik62 
Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian 
seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, 
motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika 
perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya 
terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika 
perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif yang sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir serta pengalaman emosional dan 
sosial. Teori psikodinamik yang cukup terkenal yaitu dicetuskan oleh Sigmund 
Freud dan Erik Erikson. 
A. Teori Perkembangan Anak Perspektif Psikodinamika Freud63 
Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun ke 
lima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan 
penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya Freud menyatakan bahwa 
perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yang berhubungan dengan 
kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif 
terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai 
berikut: 
a) Fase oral (oral stage): 0 sampai kira-kira 18 bulan 
Pada tahap oral, sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, 
sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting. Mulut sangat 
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penting untuk makan, dan bayi berasal kesenangan dari rangsangan oral melalui 
kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya 
tergantung pada pengasuh (yang bertanggung jawab untuk memberi makan anak), 
bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi 
oral. 
b) Fase anal (anal stage) : kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun 
Pada tahap anal, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada 
pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini 
adalah pelatihan toilet – anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan 
tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan 
kemandirian. Keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua 
melakukan pendekatan pelatihan toilet. Orang tua yang memanfaatkan pujian dan 
penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat mendorong hasil 
positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan produktif. Freud percaya 
bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk 
menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif dan kreatif. 
c) Fase falis (phallic stage) : kira-kira usia 3 sampai 6 tahun 
Pada tahap phallic , fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. 
Anak-anak juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Freud juga 
percaya bahwa anak laki-laki mulai melihat ayah mereka sebagai saingan untuk 
ibu kasih sayang itu. Kompleks Oedipusmenggambarkan perasaan ini ingin 
memiliki ibu dan keinginan untuk menggantikan ayah. Namun, anak juga 
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khawatir bahwa ia akan dihukum oleh ayah untuk perasaan ini, takut Freud 
disebut pengebirian kecemasan. 
d) Fase laten (latency stage) : kira-kira usia 6 sampai pubertas 
Periode laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, 
tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi sosial. 
Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan 
komunikasi dan kepercayaan diri. 
e) Fase genital (genital stage): terjadi sejak individu memasuki pubertas dan 
selanjutnya 
Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mengembangkan 
minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Dimana dalam tahap-tahap awal hanya 
fokus pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh 
selama tahap ini. Jika tahap lainnya telah selesai dengan sukses, individu sekarang 
harus seimbang, hangat dan peduli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 
menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. 
B. Teori Perkembangan Anak Perspektif Psikodinamika Erikson64 
Sedangkan teori psikososial yang dikembangkan oleh Erikson, beliau lebih 
teliti dalam menguraikan serta memperluas dari struktur psikoaanalisis yang 
sebelumnya sudah dijelaskan oleh Freud dan merumuskannya kembali yang di 
sesuaikan dengan dunia modern. Menurut Erikson, kepribadian seseorang 
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terbentuk melalui seluruh tahapan psikososial yang dialaminya sepanjang 
hidupnya. Masing-masing tahap tentunya terdapat perkembangan yang khas dan 
mengharuskan seseorang tersebut untuk menghadapinya.  
Teorinya yang paling terkenal adalahErikson’s Ego Psychology (Psikologi 
Ego Erikson) yaitu teori perkembangan kepribadian yang mirip dengan karya 
Freud, namun bedanya bahwa Erikson menerapkan teori ini dalam konteks 
psikososial, menambah sejumlah tahapan lagi, dan menekankan faktor ego 
daripada Id. Erik Erikson (1902-1994) mengatakan bahwa terdapat delapan tahap 
perkembangan terbentang ketika kita melampaui siklus kehidupan. Masing-
masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan mengedepankan 
individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Bagi Erikson, krisis ini 
bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan dan 
peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi krisis, akan semakin 
sehat perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa tahap krisis perkembangan 
menurut Erik Erikson: 
a) kepercayaan vs ketidakpercayaan (trust versus mistrust)  sejak lahir 
hingga usia 12-18 bulan 
Adalah suatu tahap psikososial pertama yang dialami dalam tahun pertama 
kehidupan. Suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan 
sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan. Kepercayaan pada 
masa bayi menentukan harapan bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang 
baik dan menyenangkan. 
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b) Autonomi vs rasa malu dan ragu (autonomy versus shame and 
doubt)  usia 12-18 bulan hingga 3 tahun 
Adalah tahap perkembangan kedua yang berlangsung pada masa bayi dan 
baru mulai berjalan (1-3 tahun). Setelah memperoleh rasa percaya kepada 
pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah atas 
kehendaknya. Mereka menyadari kemauan mereka dengan rasa mandiri dan 
otonomi mereka. Bila bayi cenderung dibatasi maka mereka akan cenderung 
mengembangkan rasa malu dan keragu-raguan. 
c) Inisiatif vs rasa bersalah (initiative versus guilt) usia 3-6 tahun 
Merupakan tahap ketiga yang berlangsung selama tahun-tahun sekolah. 
Ketika mereka masuk dunia sekolah mereka lebih tertantang dibanding ketika 
masih bayi. Anak-anak diharapkan aktif untuk menghadapi tantangan ini dengan 
rasa tanggung jawab atas perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan 
mereka. Anak-anak bertanggung jawab meningkatkan prakarsa. Namun, perasaan 
bersalah dapat muncul, bila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat mereka 
sangat cemas. 
d) Indistri vs inferioritas (industry versus inferiority) usia 6 tahun-
pubertas 
Berlangsung selama tahun-tahun sekolah dasar. Tidak ada masalah lain 
yang lebih antusias dari pada akhir periode masa awal anak-anak yang penuh 
imajinasi. Ketika anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan 
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energi mereka pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang 
berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak kompeten dan tidak produktif. 
e) Identitas vs kekacauan identitas (identity versus identity 
confusion)  pubertas-dewasa awal. 
Adalah tahap kelima yang dialami individu selama tahun-tahun masa 
remaja. Pada tahap ini mereka dihadapkan oleh pencarian siapa mereka, 
bagaimana mereka nanti, dan ke mana mereka akan menuju masa depannya. Satu 
dimensi yang penting adalah penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peran. 
Penjajakan karir merupakan hal penting. Orangtua harus mengijinkan anak remaja 
menjajaki banyak peran dan berbagai jalan. Jika anak menjajaki berbagai peran 
dan menemukan peran positif maka ia akan mencapai identitas yang positif. Jika 
orangtua menolak identitas remaja sedangkan remaja tidak mengetahui banyak 
peran dan juga tidak dijelaskan tentang jalan masa depan yang positif maka ia 
akan mengalami kebingungan identitas. 
f) Imitasi vs isolasi (intimacy versus isolation) dewasa awal 
Tahap keenam yang dialami pada masa-masa awal dewasa. Pada masa ini 
individu dihadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang 
lain. Saat anak muda membentuk persahabatan yang sehat dan relasi akrab yang 
intim dengan orang lain, keintiman akan dicapai, kalau tidak, isolasi akan terjadi. 
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g) Produktivitas vs stagnasi (generality versus stagnation) dewasa tengah 
Tahap ketujuh perkembangan yang dialami pada masa pertengahan 
dewasa. Persoalan utama adalah membantu generasi muda mengembangkan dan 
mengarahkan kehidupan yang berguna (generality). Perasaan belum melakukan 
sesuatu untuk menolong generasi berikutnya adalah stagnation. 
h) Integritas evo vs putus asa (integrity versus despair) dewasa akhir 
Tahap kedelapan yang dialami pada masa dewasa akhir. Pada tahun 
terakhir kehidupan, kita menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah 
kita lakukan selama hidup. Jika ia telah melakukan sesuatu yang baik dalam 
kehidupan lalu maka integritas tercapai. Sebaliknya, jika ia menganggap selama 
kehidupan lalu dengan cara negatif maka akan cenderung merasa bersalah dan 
kecewa. 
2. Teori Kognitif 
Berbeda dengan teori psikoanalisis, pada teori ini lebih menekankan pada 
pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif, didasarkan pada asumsi 
jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental serta dapat 
memimbing perilaku anak. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap 
perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa; mulai 
dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi yaitu 
konsep-konsep anstrak dan logis. 
Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan 
selama beberapa dekade. Dalam teorinya Piaget membahas pandangannya tentang 
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bagaimana anak belajar. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas 
anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. 
Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan 
lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari 
kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosialnya berada diantara anak dengan 
lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan 
penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran 
ide-ide dengan orang lain, seorang anak yang tadinya memiliki pandangan 
subyektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi 
obyektif. Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan mental 
yang disebut ”skema” atau pola tingkah laku.65 
Tahapan Perkembangan Kognitif.
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Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang 
psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak 
konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap 
perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, berarti kemampuan untuk 
secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam 
representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan yang ada.Dewasa  ini  studi 
 tentang  perkembangan  kognitif  didominasi  oleh  dua buah 
teori, yaitu perkembangan kognitif Piaget dan teori pemrosesan informasi. 
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 a. Teori kognitif piaget 
Teori  perkembangan  kognitif  Piaget  adalah  salah  satu  teori  yang 
menjelaskan bagaimana  anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek 
dan kejadian-kejadian di sekitarnya.  
Teori ini membahas munculnya dan  diperolehnya schemata skema 
tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan 
perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan 
informasi secara mental. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh 
Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami 
dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin 
canggih seiring pertambahan usia: 
Tahap sensorimotor: umur 0 – 2 tahun (anak mengalami dunianya melalui gerak 
dan inderanya serta mempelajari permanensi obyek) 
Tahap pra-operasional: umur 2 – 7 tahun (Ciri pokok perkembangannya adalah 
penggunaan symbol/bahasa tanda dan konsep intuitif 
Tahap operasional konkret: umur 7 – 11 tahun (anak mulai berpikir secara logis 
tentang kejadian-kejadian konkret 
Tahap operasional formal: umur 11 ke atas. (Ciri pokok perkembangannya adalah 
hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif serta logis dan probabilitas) 
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Sedangkan dalam teori pemrosesan informasi, teori ini merupakan 
alternatif dari teori kognitif Piget. Namun yang berbeda adalah pemrosesan 
ninformasi tidak dapat menggambarkan perkembangan yang ada di dalam tahap-
tahap tertentu.Teori ini lebih menekankan pada pentingnya proses kognitif, 
misalnya saja memori, seleksi  perhatian, persepsi, serta strategi kognitif. teori ini 
lebih menjelaskan proses individu dalam memproses segala informasi yang ada di 
dalam dunia mereka serta bagaimana informasi tersebut dapat masuk ke dalam 
pikiran. 
b. Teori Pemrosesan Informasi
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Teori  ini  merupakan  alternatif   terhadap  teori  kognitif  Piaget.  Berbeda 
dengan Piaget, para pakar psikologi pemrosesan informasi tidak menggambarkan 
perkembangan dalam tahap-tahap atau serangkaian subtahap tertentu. Sebaliknya, 
mereka  lebih  menekankan  pentingnya  proses-proses  kognitif, seperti presepsi 
prsepsi seleksi perhatian, memori, dan strategi kognitif. Teori pemrosesan 
informasi ini setidaknya di dasarkan oleh tiga asumsi umu: pertama, pikiran 
dipandang sebagai suatu sistem penyimpangan dan pengembalian informasi. 
Kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Dan ketiga, 
terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang 
individu. 
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3. Teori Kontekstual 
Istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu 
kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi 
siginifikasi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan 
sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara 
anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang 
mana terjadi di dalam proses tersebut. Bentuk dari teori ini ada dua, yaitu teori 
etologis dan teori ekologi. Yang berperan penting mengembangkan teori etologis 
ini adalag Konrad Lorenz. Di dalam teori etologi sendiri lebih menekankan 
evolusioner perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. 
Secara garis besar teori ini menjelaskan jika perilaku sosial ada di dalam gen. 
Serta terdapat pula insting dalam setiap individu yang digunakan untuk 
mengembangkan perilakunya. Teori Etologis memberikan pemahaman mengenai 
periode kritis perkembangan serta perilaku yang melekat pada anak ketika 
sesudah dilahirkan.
68
 Teori etologi mengenai perkembangan menekankan bahwa 
perilaku sangat dipengaruhi oleh biologis, terkait dengan evolusi, dan ditandai 
oleh periode-periode krisis atau sensitive.
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Jadi teori ini memandang bahwa perkembangan psikologi seseorang itu 
berkembang karena faktor yang terkait dengan intern dari diri orang tersebut 
bukan dari faktor eksternal ataupun lingkungan dimana orang tersebut tinggal. 
menurut teori ini lingkunganlah yang memberikan pengaruh pada perkembangan 
psikologi seseorang. Tokoh utama teori ekologis adalah Urie Brofenbrenner. 
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Pendekatan ekologis terhadap perkembangan mengajukan bahwa konteks dimana 
berlangsung perkembangan individu, baik kognitifnya, sosioemosional, kapasitas 
dan karakteristik motivasional, maupun partisipasi aktifnya merupakan unsur-
unsur penting bagi perkembangan. Brofenbrenner menggambarkan empat kondisi 
lingkungan dimana perkembangan psikologi terjadi, yaitu mikrosistem, 
mesositem, ekositem, dan makrosistem.
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a) Mikrosistem 
Menunjukkan situasi dimana individu hidup dan saling berhubungan 
dengan orang lain. Konteks ini meliputi keluarga, teman, sebaya, sekolah, dan 
lingkungan sosial lainnya. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling 
langsung dengan agen-agen sosial. Jadi dalam mikrosistem ini terjadi hubunngan 
atau timabal balik dari orang-orang yang ada lingkungan dekat dimana seseorang 
tersebut tinggal, dimana hubungan atau interaksi ini akan mempengaruhi 
perkembangan psikologi dari orang tersebut. Terutama dari keluargalah 
perkembangan psikologi itu bermula yang kemudian berkembang melalui teman, 
sebaya, sekolah dan lingkungan sosial dimana orang tersebut tinggal. Sudah pasti 
lingkungan sosial yang baik maka akan membantu atau mempengaruhi 
perkembangan psikologi berkembang dengan baik, begitu pula sebaliknya 
b) Mesositem 
Menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrositem atau hubungan 
beberapa konteks. Misalnya hubungan antara rumah dan sekolah. Jadi disini 
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tercipta hubungan antara kondisi lingkungan rumah dan sekolah. Keduanya tentu 
memiliki peran yang sama. Ketika keduanya memiliki kondisi yang baik maka 
akan berpenngaruh baik pula terhadap perkembangan psikologi seseorang 
c) Ekositem 
Terdiri dari setting sosial dimana individu tidak berpartisipasi aktif, tetapi 
keputusan penting yang diambil memiliki dampak terhadap orang-orang yang 
berhubungan langsung dengannya. Misalnya tempat orang tua bekerja, dewan 
sekolah, pemerintah lokal. 
d) Makrosistem 
Meliputi pembentukan sosial dan kebudayaan untuk menjelaskan dan 
mengorganisir institusi kehidupan. Makrosistem direfleksikan dalam pola lingkar 
mikrosistem, mesositem, dan ekosistem yang dicirikan dari sebuah subkultur, 
kultur, atau konteks sosial lainnya yang lebih luas. Misalnya sistem kepercayaan 
bersama tentang umat manusia. Seperti halnya sistem dalam pemelukan agama. 
4. Teori Perilaku (Behaviour)  
Di dalam teori behaviour (perilaku) lebih menekankan jika kognisi tidak 
penting ketika memahami perilaku. Menurut B.F Skinner yang merupakan pakar 
behaviouris ternama, perkembangan pmerupakan perilaku yang dapat diamati 
serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. 
Sedangkan dalam teori belajar sosial yang dikembangkan Albert Bandura dkk, 
meskipun proses kognitif sangat lah penting namun lingkungan menjadi faktor 
yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Di dalam teori ini, 
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menjelaskan jika manusia memiliki kemampuan dalam mengendalikan tingkah 
lakunya sendiri. Di dalam teori behaviour sendiri terdapat 3 versi yaitu Pavlov dan 
kondisioning klasik, Skinner dengan kondisioning operant, serta bandura dengan 
teori belajar sosial. 
71
 
teori behavioristik juga sering disebut dengan teori stimulus-respons. 
Proses S-R ini sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
72
 
1. Dorongan (drive); peserta didik merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu 
sehingga terdorong untuk memenuhi kebutuhan. 
2. Rangsangan (stimulus); pemberian stimulus menyebabkan timbulnya 
respons si pelajar. 
3. Respons (reaksi); peserta didik akan memberikan reaksi terhadap stimulus 
yang diterimanya dengan jalan melakukan sesuatu yang terlihat. 
4. Penguatan (reinforcement) yang perlu diberikan kepada peserta didik 
supaya ada rasa kegemberiaan dan tergerak untuk memberikan respons 
ulang. 
2. Dewasa Dalam Ilmu Psikologi. 
Dalam ilmu psikologi jiwa seseorang di bagi menjadi 3 masa, yaitu masa 
kanak-kanak (0-12) tahun, masa remaja (13-21) tahun, masa dewasa (21) tahun 
                                                          
71
Koesma, R.E. Konsep Manusia menurut Psikologi Behavioristik; Kritik dan Kesejalanan dengan 
Konsep Islam” dalam Rendra K., (ed), Metodologi Psikologi Islami. (Yogyakarta: Pustaka 
pelajar.2000).87 
72
Muhaimin, et,.al. Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 
di Sekolah, Cet. II. (Bandung: Remaja Rosda Karya.2002).90 
71 
 
 
dan seterusnya, ketika batas usia nikah bai perempuan adalah  16 tahun, maka saat 
itu wanita tersebut tengah berada dalam masa remaja, Masa remaja adalah masa 
peralihan dimana perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke 
masa dewasa yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara umur 
12 sampai umur 20 tahun yaitu menjelang sama dewasa muda. 
73
 Tidak ada anak 
perempuan atau laki laki yang memasuki masa remaja dalam bentuk daftar 
kosong, yang hanya memiliki kode genetik yang aka membentuk berbagai pikiran, 
perasaan, dan perilakunya. Namun kombinasi antar faktor keturunan, pengalam, 
masa kanak-kanak, dan pengalaman masa remaja, menentukan rangkaian 
perkembangan remaja. Definisi mengenai remaja tidak hanya melibatkan 
pertimbangan mengenai usia namun juga pengaruh sosio historis 
Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan 
emosi, dan kehidupan sosial. 
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Dalam ilmu psikologi remaja terdapat beberapa fase dalam perkembangan 
individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan 
remaja:
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a) Masa remaja awal (early adolescence) kurang lebih berlangsung di masa 
sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir dan perubahan pubertas 
terbesar terjadi mada masa ini (12-15 tahun). 
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Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan 
berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung 
pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan 
kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. 
b) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 
Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. 
Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih 
mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan 
kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat 
keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin 
dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. 
c) Masa remaja akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan 
dasawarsa yang kedua dari kehidupan, minat karir, pacaran, dan eksplorasi 
identitas sering kali lebih menonjol di masa remaja ahir dari pada masa remaja 
awal. (19-22 tahun) 
Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang 
dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan 
mengembangkan sense of personal identy. Keinginan yang kuat untuk menjadi 
matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga 
menjadi ciri dalam tahap ini.Erik Erikson melihat perkembangan sebagai hasil 
resolusi atau konflik-konflik yang terjadi antara kebutuhan individual dengan 
tuntutan sosial. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang sesuai dengan 
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tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk 
bereaksi dengan dunia sosial yang semakin luas. Setiap tahapan memiliki 
karakteristik konflik yang khas dan membutuhkan penyelesaian. Erikson adalah 
satu diantara sedikit teoritikus perkembangan yang membahas tentang 
perkembangan masa kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya fokus 
pada salah satu rentang usia secara ekslusif.
76
 
 Secara tabel teori tahapan psikososial menurut Erikson dapat 
digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.2 
Pertumbuhan Usia Dewasa 
Masa bayi 0-18 bulan Kepercayaan versus 
ketidakpercayaan 
Masakanak-kanak 
awal 
 
18-36 bulan Otonomi versus malu, 
keraguan 
Usia bermain 3-6 tahun Inisiatif versus rasa 
Bersalah 
Usia sekolah 6-11 tahun Industri versus 
Inferioritas 
Masa remaja Pubertas hingga 21 
tahun 
 
Pembentukan identitas 
versus kebingungan 
identitas 
Masa dewasa muda 20-40 tahun Keintiman versus 
keterasingan 
Masa dewasa 
pertengahan 
40-60 tahun Generativitas versus stagnasi 
Usia lanjut usia 60 tahun ke atas usia 60 tahun ke atas 
Integritas versus 
keputusasaan 
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Selama masa remaja, seseorang ingin menemukan siapa diri mereka 
sebenarnya, tentang apa mereka sesungguhnya, dan dimana mereka akan 
menjalani kehidupan selanjutnya. Tahap ini adalah tahap perkembangan Erikson 
yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Masa remaja diisi dengan 
berbagai peran baru dan status sebagai orang dewasa–misalnya pekerjaan dan 
romantisme. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang sehat dan 
mengantarkan mereka pada jalan hidup yang positif, maka mereka akan 
mendapatkan identitas yang positif. Jika orang tua memaksakan suatu identitas 
bagi remaja dan remaja menjalankan perannya secara tidak tepat, maka yang 
terjadi adalah kebingungan identitas.
78
 
Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri 
terlihat ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, 
perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan 
adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, 
pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini  
direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan 
kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan 
direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini 
menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini 
mulai mampu melakukan self direction dan self controll. Dengan kemampuan 
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keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk 
hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.
79
 
Dalam literatur yang berbeda, Sullivan mengemukakan bahwa manusia 
yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode maturity (kematangan). 
Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari 
kepribadian yang matang. Jadi, dewasa yang matang hendaknya sudah belajar 
memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Bekerjasama dan berkompetensi 
dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi 
kepuasan intimasi seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di manapun 
ia berada. Menurut Sullivan, diantara pencapaiannya itu, intimasi yang paling 
penting.
80
 
Senada dengan Sullivan, Kohnstamm dalam bukunya Pribadi dalam 
Perkembangan (Persoonlijkheid in wording) menyatakan bahwa masa dewasa 
(matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.
81
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BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Aalisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 
Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis 
Dalam bab ini akan diuraikananalisa atas permasalahan yang telah di 
sebutkan sebelumnya pada kajian teori, berdasarkan telaanpada kajian teori, 
terdapat beberapa dasar hokum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-
74/PUU-XII/2014, dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis. 
Dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 
tentang batasan usia nikah bagi perempuan 
Dalam bentuk masyarakat Indonesia pelaksanaan perkawinan telah diatur 
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan, hakim Mahkamah 
Konstitusi menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 
(enam belas) tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap putusan tersebut 
berdasarkan pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional batas usia 
minimal menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.  
 
ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN
82
 
a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) 
sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, 
adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, 
khususnya anak perempuan di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum 
yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. 
b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU 
Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
c. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU 
Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik „perkawinan anak‟, yang 
mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, 
serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B 
ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 
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d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas mengakibatkan banyaknya kasus 
pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak 
perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan. 
e. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU 
Perkawinan talah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan 
hak antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga bertentangan dengan 
Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 
 
ALASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK TENTANG UJI 
MATERI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) 
Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim akan memutuskan dengan 
memperhatikan apa yang dituntut dan putusan tidak boleh melebihi apa yang 
dituntut dengan pertimbangan yang memperhatikan keadilan manfaat dan 
kepastian maka fungsi peradilan dalam menggali hukum hidup akan dapat 
diwujudkan. Tentunya dengan memperlihatkan Undang-undang yang ada dan 
hukum syar‟i yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Disamping itu masih 
diperlukan tafsiran dari pengertian agar pemahaman batasan minimal usia 
pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974.  
Alasan hakim mahkamah konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) 
dan (2) ialah:
83
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Pertama, Mahkamah Konsitusi menganut perbedaan pengaturan yang 
berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama 
maupun perbedan budaya. Mahkamah Konsitusi juga menganut Negara-negara 
lain yang masih belum menaikkan batas usiaperkawinan anak perempuan. 
Menurut Mahkamah Konsitusi, berdasarkan asas perkawinan, tidak pula dikenal 
batasan umur perkawinan demi mencegah dorongan birahi untuk itu dorongan 
birahi semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan 
ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau anak haram. 
Dengan kata lain Mahkamah Konsitusi mengamini bahwa batas usia tidak perlu di 
revisi demi menghindarkan kelahiran anak di luar perkawinan. 
Kedua, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 
perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan 
nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Namun 
terkait norma yang mengatur batasanusia, pengaturan batasan usia minimum 
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu 
dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
perkembangan yang ada. MK merekomendasikan proses legislative review yang 
berada pada ranah pembentuk UU untuk menetukan batas usia yang ideal bagi 
perempuan untuk kawin. 
Ketiga, Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya yang 
dibacakan pada Kamis, menolak uji materi atas Undang-undang nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi 
mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 
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18 tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi atau masalah perceraian, 
kesehatan, serta masalah sosial."Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa 
dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun 
menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, 
menanggulangi permasalahan kesehatan,maupun meminimalisir permasalahan 
sosial lainnya. Anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. "Tidak ada 
jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin 
untuk wanita dari 16 (enam belas) tahunmenjadi 18 (delapan belas) tahun, akan 
semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, 
maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya,” kata anggota majelis hakim 
Konstitusi, Patrialis Akbar. MK juga menolak penambahan usia nikah kaum 
perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah 
perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Mereka juga berpendapat di 
sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 
tahun, 19 tahun dan 20 tahun.  
Keempat, mengenai ketentuan pasal 7 ayat (2) mengenai dispendasi 
perkawinan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “frase penyimpangan” 
masih dibutuhkan untuk sebagai “pintu darurat “apabila terdapat hal-hal memaksa 
atas orang tua untuk menikahkan anaknya. Namun Mahkamah konstitusi justru 
tidak menjelaskan apa penyimpangan yang di maksud? Penyimpangan dalam 
kedaruratan apa tidak ditegaskan dalam pertimbangan. Mahkamah Konstitusi 
menolak permohonan yang akan menambahkan “frase penyimpangan dengan 
alasan di luar perkawinan” 
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Kelima, Mahkamah Konstitusi justru memperbolehkan dispensasi 
perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk 
menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan 
merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama 
(KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan 
kemudahan akses. 
DISSENTING OPINION 
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hakim Maria Farida 
Indrati memiliki alasan yang berbeda:
84
 
Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, 
dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, 
selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa 
sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 
12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan 
mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang 
mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang 
kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap 
berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam 
perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik 
perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, 
                                                          
84
Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014 
82 
 
 
khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah 
menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. 
Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU 
Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang 
terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang 
menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 
dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua 
ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat 
membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, 
yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai 
usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua.Berdasarkan beberapa alasan 
sebagaimana tersebut di atas, Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa 
frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.  
Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, data BPS pada 2013 menyebutkan 
anak perempuan berusia 13 dan 15 tahun yang menikah sekitar 20% dari jumlah 
pernikahan keseluruhan.Sementara yang menikah di usia antara 15 dan 17 tahun 
diperkirakan mencapai 30%.Di kalangan pegiat keselamatan perempuan dan anak-
anak, angka ini berarti membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan 
kecacatan sebagai resiko perkawinan dan melahirkan pada usia kanak-kanak. 
Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 
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menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun 
sebelumnya.Dari angka 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 
100.000, demikian data yang dikutip PKBI dalam keterangan siaran persnya. 
Saat ini, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 
19 tahun.Sensus nasional pada 2012 hasil kerja sama dengan Badan PBB urusan 
anak-anak (UNICEF) menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah 
sebelum usia 18 tahun, bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 
tahun sudah menikah. Dari pernikahan dini tersebut, berdasarkan pengamatan 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari data di Kantor 
Urusan Agama, jumlah perceraian mencapai 50%. 
Namun, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan 
bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan 
berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang 
menjelaskan batas usia. Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian ulama 
tidakmemberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usiacalon pengantin 
tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkanusia belum baligh sekalipun, hal 
inilah yang menjadi dasarjaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. 
Namunmayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkanpembatasan usia 
nikah sebagai dasar yang dipakai di negaramasing-masing. 
Seperti diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) 
huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut dengan 
Undang-undang MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), salah satu 
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar.Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait 
dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum. 
Sebab Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Institusi 
kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review atau uji 
materi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
85
Terkait batas 
minimal usia menikah bagi perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat 
penjelasan dalamKompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 dijelaskan 
mengenai dasar-dasar perkawinan. Bahwa suatu perkawinan merupakan akad 
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yang sangat kuat.Sedangkan tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
86
 
Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II Pasal 2 
disebutkan bahwa makna perkawinan adalah, perkawinan menurut hukum Islam, 
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqah ghalidzan untuk menaati perintah 
Allah dan melaksanakannya adalah ibdah. Selain itu dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ditetapkan bahwa “Perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilah belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.  
Mengenai pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditolak dalam Mahkamah Konstitusi 
dengan penafsiran pada pasal tersebut adalah tidak ada jaminan yang dapat 
memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia pernikahan untuk wanita dari 
16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapas belas) tahun, akan mengurangi angka 
perceraiaan, menanggurangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir 
permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan 
usia nikah kaum perempuan, karena dimasa depan batas minimal menikah 
perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Lagi pula, beberapa putusan No. 
49/PUU-XI/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010 dan putusan No. 
15/PUUV/2007pun telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan 
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kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sewaktu-waktu dapat 
diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative 
review. “Hal ini sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun 
pilihanya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 
Letak nilai-nilai progresivisme dalam hal ini pada pertimbangan-
pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Dalam hal ini hakim-hakim 
Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bukan hanya berdasarkan pada Pasal-
pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar tetapi pertimbangan-
pertimbangan hukum tersebut juga mengambil dari living law atau hukum yang 
hidup di dalam masyarakat.  
 
Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang 
batasan usia nikah perspektif psikologis. 
Berbicara mengenai usia nikah dan kedewasaan, nampaknya psikologi 
merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Meskipun sejauh ini 
secara tegas belum ditemukan adanya batasan usia perkawinan menurut konsep 
psikologi, akan tetapi dalam keilmuan ini terdapat bahasan mengenai tahap-tahap 
perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih 
banyak di bahas dan menjadi perdebatan adalah perkembangan individu dari sisi 
psikisnya.  
Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat 
dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan 
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oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan 
sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap 
anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak mendukung bagi 
pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah 
menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis.
87
 
Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita 
karir,karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh 
dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan 
pergaulan yang sangat tidak mendukung.  
Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. 
Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan 
perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan 
mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta 
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi 
biologis mereka justru lebih cepat matang.
88
 Hal ini sejalan dengan pernyataan 
yang diutarakan oleh para ahli psikologi modern yang menyatakan bahwa setiap 
satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis 
                                                          
87
Skripsi Nizr Abdussalam. Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Prespektif  Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi 
Uin Malang, (Uin Malang Tahun 2015,). 64 
88
 Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015). 
88 
 
 
sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan 
psikisnya.
89
 
Berbicara mengenai kematangan, menurut Wasti Sumanto seorang 
individu mengalami kematangan secara fisik dalam kisaran usia 17-20 tahun.
90
 
Dalam literatur yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis 
perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan 
perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali 
remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru 
mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.
91
 
Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan 
tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.
92
 Sejalan dengan J.J. Roesseau, 
Sullivan mengemukakan bahwa manusia yangberumur lebih dari 20 tahun 
memasuki periode maturity (kematangan).
93
 Kemudian, Kohnstamm dalam 
bukunya Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording) menyatakan 
bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 
tahun ke atas.
94
 Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan 
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bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.
95
 
Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai 
dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan 
keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan 
masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan 
kehendaknya.  
Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-
keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi 
setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa 
perkembangan ini mulai mampu melakukan self direction dan self controll. 
Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang 
menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.
96
 
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang akan 
dicapai pada usia sekitar 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal 
usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan 
batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perpspektif psikologi. 
Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah lama. 
Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan kedewasaan 
pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan sangat bergantung 
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pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada, dan seperti yang kita ketahui bahwa 
lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. 
 Dalam ilmu psikologi remaja terdapat beberapa fase dalam perkembangan 
individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan 
remaja:
97
 
a) Masa remaja awal (early adolescence) perubahan pubertas terbesar terjadi 
mada masa ini (12-15 tahun). 
Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan 
berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung 
pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan 
kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. 
b) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 
Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. 
Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih 
mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan 
kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat 
keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin 
dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. 
c) Masa remaja akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan 
dasawarsa yang kedua dari kehidupan, minat karir, pacaran, dan eksplorasi 
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identitas sering kali lebih menonjol di masa remaja ahir dari pada masa remaja 
awal. (19-22 tahun) 
Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang 
dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan 
mengembangkan sense of personal identy. Keinginan yang kuat untuk menjadi 
matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga 
menjadi ciri dalam tahap ini. 
Erik Erikson melihat perkembangan sebagai hasil resolusi atau konflik-
konflik yang terjadi antara kebutuhan individual dengan tuntutan sosial. Erikson 
percaya bahwa kepribadian berkembang sesuai dengan tahap-tahap yang telah 
ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk bereaksi dengan dunia sosial 
yang semakin luas. Setiap tahapan memiliki karakteristik konflik yang khas dan 
membutuhkan penyelesaian. Erikson adalah satu diantara sedikit teoritikus 
perkembangan yang membahas tentang perkembangan masa kehidupan manusia 
secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada salah satu rentang usia secara 
ekslusif.
98
 
Selama masa remaja, seseorang ingin menemukan siapa diri mereka 
sebenarnya, tentang apa mereka sesungguhnya, dan dimana mereka akan 
menjalani kehidupan selanjutnya. Tahap ini adalah tahap perkembangan Erikson 
yang kelima, identitas versus kebingungan identitas.  
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Masa remaja diisi dengan berbagai peran baru dan status sebagai orang 
dewasa–misalnya pekerjaan dan romantisme. Jika mereka menjelajahi peran 
tersebut dengan cara yang sehat dan mengantarkan mereka pada jalan hidup yang 
positif, maka mereka akan mendapatkan identitas yang positif. Jika orang tua 
memaksakan suatu identitas bagi remaja dan remaja menjalankan perannya secara 
tidak tepat, maka yang terjadi adalah kebingungan identitas.
99
Seorang lelaki harus 
melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi 
penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun. 
Lantas bila kita melihat kedalam studi psikologi perkembangan 
kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span 
development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa 
dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa 
perkembangan tidak berakhir pada tercapainaya kematangan fisik, akan tetapi 
perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, 
remaja, dewasa hingga menjadi tua.  
Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan 
badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, 
proses kognitif, dan prilaku individu. Melihat sekilas konsep psikologi 
perkembangan hidup di atas, jika disejajarkan dengan persoalan batas usia dalam 
perkawinan, maka dalam perspektif psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek 
kedewasaan sepertinya cukup relevan jika dikaitkan dengan pembahasan ini. 
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Relevansi aspek kedewaasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya 
tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan.  
Dalam psikologi Istilah  adult  atau dewasa awal berasal dari bentuk 
lampau kata  “Adultus” yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran 
yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa berawal dimulai pada 
umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan 
psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.
100
Dewasa 
adalah sebuah transisi dari masa remaja, Bagi kebanyakan individu menjadi orang 
dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru baru ini, transisi dari masa 
remaja ke dewasa disebut dengan beranjak dewasa (emerging adulthood) yang 
terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun.
101
 
Pada masa dewasa individu memasuki peran yang lebih luas. Pola dan 
tingkah laku sosial berbeda dalam beberapa hal dengan orang yang lebih muda. 
Perbedaan perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif 
yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa peristiwa 
kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan.  
 Dalam psikologi dewasa di bagi menjadi 3 bagian yaitu: 
Masa dewasa awal: atau biasa disebut dengan masa transisi dewasa, yang 
terjadi kira kira pada usia 18 sampai 25 tahun, dewasa menengah  yang dimulai 
pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 60 atau 65, : masa dewasa ahir dimulai 
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pada 60 tahun hingga hampir mencapai usia 120 atau 125tahun.
102
 Pada masa 
dewasa awal dicirikan dengan eksperimen dan eksplorasi. Puncak performa fisik 
biasanya terjadi pada usia 19 sampai 26 tahun, tapi pada masa dewasa awal 
penurunan fisik biasanya mulai tampak. Cara berfikir mereka menjadi lebih 
pragmatis di masa dewasa awal dibandingkan di masa remaja.
103
 
Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria 
kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan 
status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun 
demikian, agaknya terdapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa 
perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam 
kehidupan ini.  
Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin 
yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar 
kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi 
perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi 
laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.  
Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati 
jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk 
melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang 
wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan 
seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan 
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(tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang 
dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 
tahun ini seorang laki-lakiberusaha memantapkan tujuan vokasional dan 
mengembangkan sense of personal identy. Keinginan yang kuat untuk menjadi 
matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.
104
 
Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, 
namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual 
yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan 
yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi 
pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan 
dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep 
psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria 
perkembangan masa dewasa. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data, maka dalam 
langkah terahir ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah melalui 
tahapan tahapan sebelumnya dengan cermat untuk menjawab pertanyaan dalam 
rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Dasar hukum  putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 
Mahkamah Konstitusi menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang 
masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedan 
budaya. MK juga menganut Negara-negara lain yang masih belum menaikkan 
batas usiaperkawinan anak perempuan. Mahkamah Konstitusi mengamini bahwa 
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batas usia tidak perlu di revisi demi menghindarkan kelahiran anak di luar 
perkawinan. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang 
mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang 
merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, dengan memperhatikan 
kondisi saat itu di tahun 1974. Menurut Mahkamah Konstitusi semua masalah 
terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, beban sosial 
dll) , tidak menjamin dapat diselesaikan dengan di tingkatkannya batas minimum 
usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongrit terkait perkawinan 
anak tidak murni disebabkan aspek usia semata. Lantas Mahkamah Konstitusi 
memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan 
alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. 
MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor 
Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan 
alasan kemudahan akses. 
2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang 
batasan usia nikah perspektif psikologis 
Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin 
yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar 
kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi 
perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi 
laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.  
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Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati 
jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk 
melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang 
wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan 
seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan 
(tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang 
dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 
tahun ini seorang laki-lakiberusaha memantapkan tujuan vokasional dan 
mengembangkan sense of personal identy. Keinginan yang kuat untuk menjadi 
matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.
105
 
B. SARAN 
Kematangan usia sangat penting untuk membentuk keluarga yang 
harmonis. Di sisi lain juga harus ada kematangan pengetahuan dan emosional. 
Ketidakmatangan usia tidak bisa dijadikan parameter sebagai penyebab 
perceraian, perceraian disebabkan oleh faktor yang lain, seperti faktor 
ekonomi dan tanggung jawab. Namun ketidakmatangan usia bisa menjadi 
akses yang menuju pada ketidakmatangan ekonomi dan tanggung jawab yang 
bisa berujung pada perceraian. Fenomena pernikahan dini hendaknya 
diminimalisir. Namun jika baik untuk dilakukan. Karena kebanyakan solusi 
terbaik untuk pasangan yang hamil diluar kawin adalah mereka dikawinkan. 
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Meski demikian hal yang baik adalah memberikan tindakan preventif kepada 
MBA. 
Merujuk pada paparan diatas jika kita masuk dalam ranah rekonstruksi 
batasan usia kawin pada UU Perkawinan maka usia mental dan sosial menjadi 
acuan utama. Sebagai suatu bentuk unifikasi usia 20 tahun bagi laki-laki dan 
18 tahun bagi perempuan merupakan batasan usia yang mungkin bisa 
mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini pernikahan dini telah 
menjadi kultur di sebagian tempat, khusus pada masyarakat pedesaan.  
Sebagai bentuk tindakan preventif akan hal ini perlu adanya 
penyuluhan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan 
dini. Agar masyarakat berfikir lebih jauh lagi saat hendak menikahkan 
anaknya di usia dini. Pernikahan dan perceraian kini tidak lagi menjadi hal 
yang sakral. Pernikahan hanya dianggap sebagai suatu tradisi, padahal esensi 
dari pernikahan tidak berkutat pada tradisi saja. Dapat dikatakan bahwa saat 
ini telah terjadi desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap 
sebagai hal yang biasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat 
pada zaman dahulu yang menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai 
sesuatu yang sakral. 
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